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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis meneliti serta mempelajari dengan seksama Putusan 

Perkara Nomor: 4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Sebagaimana yang telah penulis 

paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. mekanisme pembagian harta bersama dalam perkara Nomor : 

4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs yang menjadi objek penelitian penulis, 

tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: 

1)  Pengajuan Gugatan; 

2)  Mediasi; 

3) Pembacaan Gugatan; 

4) Eksepsi / Jawaban; 

5) Replik; 

6) Duplik; 

7) Pembuktian; 

8) Persidangan Setempat; 

9) Kesimpulan; 

10) putusan 
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2. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 4174/Pdt.G/2016/ 

PA.Tgrs. berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang 

sesuai dengan dasar hukum serta fakta-fakta yang ditemukan dalam 

proses persidangan;  

3. Putusan Perkara Nomor : 4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs di Pengadilan 

Tigaraksa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 

:4174/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengenai penyelesaian sengketa harta bersama, 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Melihat pentingnya kedudukan serta proses pembagian harta 

bersama, maka menurut hemat penulis mekanisme pembagian harta 

bersama ini secara keseluruhan harus diketahui serta dimengerti oleh 

masyarakat Indonesia secara luas; 

2. Bahwa Negara Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam telah 

memberi kesempatan kepada Warganya untuk dapat terlebih dahulu 

membuat Perjanjian Perkawinan sebelum melangsungkan 

perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam BUKU 1, BAB 

VII Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan. Oleh 

karena itu, guna menghindari sengketa harta bersama setelah 
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putusnya perkawinan dengan jalan perceraian, diharapkan agar 

masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan 

terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan; 

3. Melihat pentingnya kedudukan serta proses pembagian harta 

bersama, maka harus lebih intens dilakukan penyuluhan kepada 

masyarakat luas terkait permasalahan ini. 

 


